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  BAB IV 

TINJAUAN  HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KRONOLOGIS BAGI 

PELAKU PEMALSUAN AKTA NIKAH DI DESA BETEK KEC. 

MOJOAGUNG KAB. JOMBANG 

 

 

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap kronologis bagi Pelaku Tindak 

Pidana Pemalsuan Akta Nikah di Desa Betek Kec. Mojoagung Kab. Jombang  

 

       Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah 

jina>yah atau jari>mah pengertian jina>yah yang digunakan para fuqaha adalah 

sama dengan istilah jari>mah. Jari>mah ini didefinisikan sebagai larangan-

larangan hukum yang diberikan Allah dan pelanggarnya dikenakan hukuman 

baik berupa h}add atau ta‘zi>r.  

Menurut para ahli hukum pidana Islam, jina>yah adalah sinonim dengan 

kejahatan. Namun di Mesir, istilah ini memiliki konotasi yang berbeda. Ia 

diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa 

seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-

kejahatan berat. Sementara ruang lingkup syari’ah mencakup setiap 

kejahatan sebagai jina>yah .
1
 

Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indonesia menurut 

Bahasa adalah dosa atau durhaka. Sedangkan jina>yah menurut bahasa 

mengandung arti kesalahan, dosa atau kriminal. Sementara Ahmad Hanafi 

mendefinisikan jari>mah sebagai delik, tindak pidana, dan  pidana.
2
 

                                                           
1
Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy-Syamil, 2001), Cet. 2, 132-133. 

2
Ibid, 113. 
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Pengertian jari>mah menurut istilah sebagaimana dikemukan oleh Imam 

Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah 

dengan hukuman h}add atau ta‘zi>r.3 Adapun pengertian jinayah yang 

dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah “suatu istilah untuk perbuatan 

yang dilarang oleh syara baik perbutan tersebut mengenai jiwa, harta atau 

lainnya. 

Hukum pidana Islam dalam artinya yang khusus membicarakan tentang 

satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jari>mah 

dibagi tiga golongan, yaitu golongan h}udu>d ialah golongan yang diancam 

dengan hukuman h}add, golongan qishas dan diyat yaitu golongan yang 

diancam dengan hukuman qis}as} dan diyat, dan golongan ta‘zi>r yaitu 

golongan yang diancam dengan Hukuman ta‘zi>r.4 Jari>mah h}udu>d terbagi 

kepada tujuh macam jari>mah, antara lain : jari>mah zina dan jari>mah qadzaf, 

jari>mah syarb al-khamr dan jarimah pencurian, jari>mah hirabah, jari>mah 

riddah dan jari>mah pemberontakan. 

Sedangkan jari>mah qis}as} dan diyat hanya terbagi ke dalam dua macam 

yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperlua jumlahnya 

terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan 

menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, 

dan penganiayaan tidak sengaja.
5
 Selain  dari  kedua  golongan  jari>mah  

tersebut  termasuk  dalam  golongan ta‘zi>r.  Jari>mah-jari>mah ta‘zi>r tidak 

                                                           
3
Ahmad  Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) ,  9. 

4
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995),  48. 

5
Muslich, Hukum Pidana Islam, 11. 
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ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah ta‘zi>r 

diserahkan kepada  penguasa  negara  pada  suatu masa,  dengan  disesuaikan  

kepada  kepentingan  yang  ada  pada  waktu  itu. Pengertian ta‘zi>r menurut 

bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah 

hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash 

syariat secara jelas dan deserahkan kepada Ulil Amri atau Ijtihad hakim.
6
 

Adapun mengenai jari>mah ta‘zi>r, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada 

tiga bagian, yakni:  

1. Ta‘zi>r karena telah melakukan perbuatan maksiat, ta‘zi>r karena telah 

melakukan perbuatan merugikan atau membahayakan kepentingan umum, 

dan ta‘zi>r karena melakukan suatu pelanggaran.  

2. Golongan jari>mah ta‘zi>r yang jenisnya terhadap di dalam nash syara, akan 

tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap (risywah) dan 

mengurangi takaran atau timbangan.  

3. Golongan jari>mah ta‘zi>r yang jenis dan hukumannya belum ditentukan 

oleh syara’. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk 

menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. 

Apabila melihat kepada macam-macam jari>mah, yakni jari>mah h}udu>d, 

qis}as} dan diyat, maka terlihat bahwa tindakan pemalsuan surat baik jenisnya 

maupun kronologisnya tidak sebutkan dalam nash.   

Di dalam hukum pidana Islam belum ada pembahasan secara jelas dan 

khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian 

                                                           
6
Muhammad Abu Zahra, al-Jarimah Wal’uqubah fi al-Fiqh al-Islami, (Kairo: Dar Al-Fikr 

al-Arabi, 1998),  57 
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antara jari>mah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan 

tindak pidana pemalsuan surat tersebut, maka tindak pidana pemalsuan surat 

ini harus dikatagorikan kedalam jari>mah ta‘zi>r mengingat tindak pidana 

pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di 

dalam nash syara’ secara jelas. Pemalsuan ini tergolong dengan delik pidana 

diatur dalam ketentuan jarimah dan dikenakan kronologis ta‘zi>r. 

 

1. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Akta 

       Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum pidana 

Islam, pembahasan secara khusus dan jelas, mengenai tindak pidana 

pemalsuan akta ini belum ditentukan, akan tetapi, bukan berarti tidak ada 

ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana 

pemalsuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun 

berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun as-sunah,  

untuk  mengatur  kehidupan  manusia yang berkelakuan  secara  universal,  

relevan  pada  setiap  “zaman”  (waktu),  dan “ makan” (ruang) manusia. 

Secara umum, perbuatan memalsukan akta merupakan perbuatan 

penipuan, karena pada dasarnya di dalam perbuatan tersebut terdapat 

perbuatan penipuan yakni dengan tidak memberikan keterangan yang 

sebenarnya/seharusnya di dalam akta yang dipalsukan tersebut, baik 

mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh akta 

tersebut, seperti dengan cara instant tanpa ingin mengurus akta nikah di 

KUA dengan menganti foto dan nama pada akta nikah.  
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Di dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan 

tegas untuk tidak berbuat dusta (al-kidzb). Secara etimologis, kata al-

kidzb difahami sebagai lawan dari al-shidiq. Lafadz kadzaba dalam segala 

bentuknya terdapat 283 buah di dalam Al-Qur’an. Ungkapan dusta dalam 

ayat-ayat tersebut sering ditunjukan kepada orang kafir, karena mereka 

tidak membenarkan Wahyu Allah, bahkan mereka sering mebuat 

ungkapan tandingan dalam rangka mendustakan ayat. Dalam surat Al-

Nahl ayat 116 Allah mengingatkan :
7
 

ااوَلَا لسِۡنتَُكُمُ
َ

اأ فُ اتصَِ ا اْلمَِ ولوُا كَذِبَاٱتَقُ االۡ عََلَ اْ وا فَۡتََُ الِِّ حَرَامٞ ا َٰذَا اوَهَ َٰلٞ حَلَ ا َٰذَا هَ
ِاٱ كَذِبَ اٱالَلّ يناَٱإنَِاالۡ االََِّ ونَاعََلَ ِاٱيَفۡتََُ كَذِبَاٱالَلّ ايُفۡلحُِونَاالۡ اا١١٦لَ

  

Artinya : Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-
sebut oleh lidahmu  secara  dusta  “Ini  halal  dan  Ini  haram”,  untuk  
mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang 
yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung 
(Q.S. Al-Nahl :116) 

8
  

 

Menjelaskan bahwa berbohong adalah sifat tercela dan sangat 

berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti 

berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya di dalam isi 

surat tersebut. Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang 

mengandung unsur kebohongan dan kepalsuan karena akibat-akibat buruk 

yang dutumbulkannya, seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan 

                                                           
7
Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi, Jilid 7 (Semarang: Toha Putra 1992), 109. 

8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Karya Agung 2006),444 
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kesaksian palsu. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 

bukhari dan muslim yang bersumber dari Abu Bakrah yang artinya :
9
 

Dari Abdurahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah 

SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, 
kami menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan 
Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk 
bersandar, lalu bersabda, jaga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus 
bersabda tentang kesaksian palsu (HR. Bukhari)  

 

Selain itu, perbuatan memalsu juga termasuk ke dalam penipuan dan 

pengelabuhan, islam melarang umatnya mengelabuhi dan menipu dalam 

berbagai hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh 

permuamalahan diantara manusia. Sebab, penipuan dan pengelabuan 

adalah suatu perbuatan aniaya dan orang, yakni meletakan sesuatu bukan 

pada tempatnya. Di samping itu, penipuan dan pengelabuan merusak 

kewajiban tanggung jawab dan kepercayaan serta membinasakan diri 

memakai yang haram. Karena itu penipuan dan pengelabuan termasuk ke 

dalam salah satu sifat orang munafik. Orang yang menipu dan 

mengelabui, maka pada dirinya telah melekat seperempat kadar munafik. 

Islam melarang segala macam bentuk penipuan dan pengelabuan, 

termasuk perbuatan pemalsuan surat, karena perbuatan zhalim. Adapun 

dari segi bahasa pengertian zhalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada 

tempatnya. Ia adalah perbuatan melampaui batas atau bertindak terhadap 

hak manusia dengan cara yang yang tidak benar. Allah mengharamkan 

manusia berlaku zhalim terhadap sesamanya.  

                                                           
9
Syech Nawawi al-Bantani, Riyadussalihin, Terj. Abu Fajar  al-qalami dan Wahid al-banjar 

(Surabaya: Gitamedia Press, 2004), 209. 
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Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidan pemalsuan surat 

dengan jari>mah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka 

tindakan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang pernah memberikan hukuman 

terhadap Mu’an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel 

Bait al-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap 

tindak pidana pemalsuan surat tersebut.
10

 Karena tindakan pemberian 

hukuman oleh Khalifah Umar ibn al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan 

surat tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah 

perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, 

penipuan, dan pengelabuhan. Sedangkan perbutan menipu dan mengelabui 

merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat 

mencelakakan orang lain, karena zhalim adalah perbuatan menganiaya.  

2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat  

Dalam uraian  sebelumnya  telah  dikemukakan  bahwa  tindak  

pidana pemalsuan  surat  digolongkan  kedalam  jari>mah  ta‘zi>r,  karena  

berdasarkan kesesuaian  dengan  jari>mah  pemalsuan  tanda  tangan,  

pemalsuan  stempel  dan pemalsuan Al-Qur’an. Oleh karenanya terhadap 

tindak pidana pemalsuan surat ini dijatuhkan hukuman ta‘zi>r kepada 

setiap pelakunya. Hukuman ta‘zi>r adalah hukuman yang belum ditetapkan 

syara dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. 

Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang 

                                                           
10

Abdul al-Aziz Amir, at-Takzir Fi al-Syari’ah al-Islamiyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1969), 

262-268. 
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wajib menjadi hak Allah atau bani Adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang 

tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya.     

Hukuman ta‘zi>r ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat 

dibagi dalam empat kelompok, yaitu : 

1. Hukuman ta‘zi>r yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati 

dan hukuman jilid  

2. Hukuman  ta‘zi>r  yang  berkaitan  dengan  kemerdekaan  seseorang,  

seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan. 

3.  Hukuman  ta‘zi>r  yang  berkaitan  dengan  harta,  seperti  denda,  

penyitaan, perampasan harta dan penghancuran barang. 

4. Hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan 

umum.
11

 

Berdsarkan jenis-jenis hukuman ta‘zi>r tersebut di atas, maka 

hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat 

adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan. Hal ini berdasarkan atas 

tindakan Khalifah Umar Ibn al-Khatab terhadap Mu’an Ibn Zaidah yang 

memalsukan stempel Bait al-Maal. Demikian pula terhadap tindak pidana 

pemalsuan Al-Qur’an, Khalifah Umar Ibn al-Khatab mengasingkan Mu’an 

Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman ta‘zi>r. Hukuman jilid 

dalam pidana ta‘zi>r ditentukan berdasarkan Al-Qur’an, As-sunah, Ijma 

serta Qiyas. 

                                                           
11

A. Rahaman I. Doi, PenjelasanLengkap Hukum-Hukum Allah, (Syari’ah), (Jakarta: PT, Raja 

Grafindo Persada 2002)292-293.  
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Sedangkan hadits yang menunjukkan bolehnya ta‘zi>r dengan jilid 

adalah hadits Abu Dardah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang 

artinya : Dari Abu Dardah al-anshori R.A. Bahwa dia mendengar Rasullah 

SAW bersabda : “Seseorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali 

cambukan, kecuali dalam salah satu dari h}add Allah SWT”. (H.R. 

Muslim).12
 

Dan pandangan para ulama, terhadap perbedaan dalam materi 

maksimal dan minimal hukuman jilid dalam jari>mah ta‘zi>r. Imam al-

Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada 39 (tiga puluh sembilan) 

kali dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak preventive 

dan represif. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 

79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama syafi’iyah berpendapat batas 

maksimal tidak boleh dari 10 (sepuluh) kali, sedang menurut Imam Maliki 

batas maksimal jilid dalam ta‘zi>r boleh melebihi h}add selama 

mengandung kemaslahatan.
13

 

Adapun  lama  pengasingan  menurut  Imam  Abu  Hanifah  adalah  1  

(satu) tahun, sedangkan syafi’iyah tidak melebihi 1 (satu) tahun, dan 

menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman 

ta‘zi>r boleh lebih dari 1 (satu) tahun. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah 

bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana 

                                                           
12

Al-Bani, terj. Imron Rosadi,(Riyad: Mukhtashar Muslim), 745. 
13

Ahmad Dzazuli, Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2000),198. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 
 

pemalsuan surat menurut hukum Islam adalah berupa hukuman ta‘zi>r 

yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. 

 

B. Dasar Yuridis Penjatuhan Kronologis Bagi Pelaku Pemalsuan Akta Nikah  

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap 

orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat 

mengganggu dan mengancamnya. Adanya kronologis dalam hukum, 

diharapakan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari 

berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah 

satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta merugikan berbagai pihak 

mana pun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga 

ketentuan dan kronologisnya harus benar-benar ditegakkan. Adapun dasar 

penjatuhan kronologis bagi pelaku pemalsuan surat disebutkan dalam pasal 

263 ayat (1) dan (2), 264 ayat (1) dan (2) kemudian pasal 266 ayat (1) dan 

(2) KUHP tersebut menurut keterangan Kapolsek Kec. Mojoagung. 

Pasal 263 Ayat (1) dan (2) 

Ayat (1) 

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun. 

Ayat (2) 

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.57 
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Pasal 264 Ayat (1) dan (2) 

Ayat (1) 

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau 
diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun. 

Ayat (2) 

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam. 
  

Pasal 266 ayat (1) dan (2) 

Ayat (1) 

Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta 
ontentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus kedalam suatu 
akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan 
oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai akata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, 
diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun. 
 

Ayat (2) 

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai 
akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. 

 

Dalam hal ini pemalsuan  surat  yang  diperberat  dalam  pasal  266 

merumuskan  Pemalsuan  surat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  

lama  7 tahun, jika dilakukan terhadap: 

1. Akta-akta Otentik  
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2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya 

ataupun dari suatu lembaga umumnya  

3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu 

perkumpulan, atau yayasan perseroan.  

4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangakan 

dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-

surat itu  

5. Surat kredit atau surat dagang yang dipergunakan untuk diedarkan  

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 

memakai surat tersebut ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak 

dipalsukan seolah- olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat 

menimbulkan kerugian. Hal yang menyebabkan di perberat pemalsuan akta 

pasal 267 di atas terletak pada faktor macamnya akta. Akta-akta  tertentu 

yang menjadi objek kejahatan adalah akta-akta yang mengandung 

kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Akta akta itu 

mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa 

atau surat lainnya. Kepercayaan yng lebih besar terhadap kebenaran isi dari 

macam-macam akta itu yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. 

Begitu pula di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan 

ditemukan juga dasar ketentuan kronologis pidana bagi siapa saja yang 

membuat akta palsu atau memalsukan akta yang dapat menimbulkan suatu 

hak, perikatan atau pelunasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti 

dari pada suatu hal, atau melakukan pemalsuan terhadap akta-akta otentik. 
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C. Analisis  Penjatuhan Kronologis Bagi Pelaku Pemalsuan Akta Nikah  

Pada masa sekarang ini banyak perkembangan ilmu pengetahuan khusus 

nya mnyangkut masalah sosial, luas sekali dan semakin tinggi tingkat 

peradaban suatu bangsa maka semakin maju pual ilmu pengetahuan yang 

berkembang tanpa diimbangi semangat kemanusiaan dan kecerdasan 

masyarakat itu sendiri, maka akan berakibat pada akses-akses yang negatif, 

banyak yang disalah gunakan dimana perwujudan perbuatan itu merupakan 

salah satu dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat yang 

menimbulkan gangguan kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan 

sampai mendatangkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, bhkan 

kehidupan bernegara.  

Dari berbagi macam bentuk tindak pidana yang terjadi dalam 

masyarakat salah satunya adalah kejahataan pemalsuan surat, bahkan dewasa 

ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat dengan berbagai 

macam bentuk dan perkembangannya yang merujuk pada semakin tingginya 

tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.  

Hampir hakim, jaksa dan polisi berpengalaman dan bertindak 

professional, tidak pernah mau menyidangkan tindak pidana Pasal 266 

KUHP, disertai rekonstruksi. Mengingat para pembuat KUHP menganggap 

kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi 

kepentingan hukum publik, bukan privat. 
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Hal ini menyangkut kepercayaan terhadap kebenaran atas isi empat 

macam objek surat, yaitu surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang 

menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang 

dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. 

Sedangkan perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut 

adalah pebuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsu 

(vervalsen). Ahli hukum yang mengerti kehendak pembuat KUHP akan 

menilai apa yang dilakukan oleh para penyidik, membuat rekonstruksi 

terhadap tersangka pemalsuan surat adalah perbuatan aneh-aneh, mubazir 

dan tidak ada manfaatnya untuk pembuktian dalam sidang. 

Dalam filsafat logika hukum, rekonstruksi yang tidak tepat dapat 

mengusik penerapan asas praduga tak bersalah. “Tersangka, sejak tingkat 

penyidikan, harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki 

hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang 

diperiksa bukan manusia tersangka. 

Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek 

pemeriksaan. Kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan 

ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas 

praduga tak bersalah sampai diperoleh  putusan  pengadilan  yang  telah  

berkekuatan  tetap.’’ 

 


